Menimbang

Mengingat :

KEPALA DESA KALIJAYA

KECAMATAN BANJARANYAR
PERATURAN DESA KALIJAYA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIJAYA

:a. bahwa Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum

b.

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Penegasan Batas Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional )Lembagaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah du kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor S5 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015
tentang Penetapan Desa di Kabupaten Ciamis;

Peraturan Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 -

2025;



Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan

KEPALA DESA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENEGASAN BATAS DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1.

10.

11.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalijaya .

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan  jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta

memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

dan pendampingan  yang sesuai dengan esensi masalah  dan  prioritas

kebutuhan masyarakat Desa.

. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah

antara  Badan  Permusyawaratan  Desa, Pemerintah  Desa, dan  unsur

masyarakat yang disclenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk

menyepakati halyang bersilat strategis.

. Musyawarah Perencanaan  Penegasan Batas Desa dilaksanakan dengan

Musyawarah antae Desa.,

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang sclanjutnya disebut

dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk

jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana

penyelenggaraan pemerintahan  Desa, pelaksanaan  pembangunan  Desa,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan
pembangunan Desa.

Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyclenggaraan
PemerintahanDesa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang
selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM
Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada
di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun
sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan
gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi
masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan
hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal,
pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang
dibahas dan disepakati bersama olech Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya
manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan
dan permasalahan yang dihadapi di desa.

Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang
berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat

pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.



23. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
Kalijaya berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

24, Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari
wilayah kerjaPemerintahan Desa dan merupakan lembaga yangdibentuk

melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya.

25. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam  rangka

pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

26. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yangberasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggota Pendapatan dan Belanja

Desa atau perolehan hak lainnyayang sah.

BAB II
WILAYAH DESA
Pasal 2
(1) Wilayah desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar mempunyai Luas 702.308 ha
BATAS TITIK KOORDINAT
Sebelah Utara Desa Banjaranyar -7.535719, 108.534094

-7.538612, 108.543579
-7.541755, 108.551636

Sebelah Timur Desa Pasawahan -7.545547, 108.555874
-7.555060, 108.551593
-7.568482, 108.560766
Sebelah Selatan Desa Selasari -7.574864, 108.554029
-7.578825, 108.541218
-7.575151, 108.533247
Sebelah Barat Desa Bunguraya -7.544137, 108.522057
-7.550849, 108.521917
-7.563282, 108.523387

(2) Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar berada pada ketinggian 382 Meter di
atas permukaan air laut;

(3) Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar merupakan desa dengan tipologi desa
persawahan.

Tanahyang ada diwilayah Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a)TanahSawah : 211 Ha
b)TanahKering : 107 Ha
c) Tanah Basah : 310Ha

(2) Dalam wilayah Desa Kalijaya sebagaimana dimaksud dalamPasal 2,
terdapat tanah kasdesa seluas + 51,780 Ha.

(3) Jenis, lokasi danluas Tanah Kas Desa Kalijaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, diatur lebih lanjutdalam Peraturan Kepala Desa tentang
Kekayaan/Aset Desa.

Pasal 3




Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini  dengan

penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di KALIJAYA
\ Pida 'I.m;,ga] 4 FFebruari 2021
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Diundangkan di KALIJAYA
al 4 Februari 2021
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